
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.526, 2016 KKP. Benturan Kepentingan. Penanganan. 

Pedoman. Pencabutan. 
 

 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13/PERMEN-KP/2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan 

yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas 

dari benturan kepentingan, melalui penanganan 

benturan kepentingan; 

b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam 

dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu pedoman 

penanganan benturan kepentingan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
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Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha 

Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3021); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang 

Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam 

Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang 

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 

1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai 

Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Kesederhanaan Hidup; 

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 
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8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum penanganan Benturan Kepentingan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65); 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN 

KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN 

DAN PERIKANAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi 

pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana 

korupsi melalui penanganan benturan kepentingan di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

Pasal 2 

Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEPMEN-KP/SJ/2015 
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tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 April 2016 

     

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 7 April 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

     

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13/PERMEN-KP/2016     

TENTANG  

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN 

KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan unsur 

pelaksana pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden, yang bertugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.   

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP tidak dapat terlepas 

dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak 

eksternal KKP. 

Terkait dengan interaksi tersebut di atas seringkali terjadi benturan 

kepentingan dalam diri seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat 

menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai dalam mengemban tugas 

dan fungsinya. 

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan 

pribadi, kerabat, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi 

gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga 
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